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Abstract 

China is a country that has the potential to become the hegemonic power with its current 
economic advances. China's existence as a potential hegemon is also demonstrated by how the 
country continues to strive to demonstrate its existence in the world. One of the strategies applied 
by China in demonstrating its existence and in order to achieve its national interests is by 
formulating several strategies such as the establishment of global economic cooperation known 
as Belt & Road Initiatives (BRI). This cooperation aims to form a network of economic 
cooperation across various parts of the world. Africa became one of the regions that became an 
attraction for China because of its economic potential, so that China is sufficiently intensive in 
developing economic cooperation in the region. In addition to economic cooperation, China also 
built a military base in Djibouti in 2016. The focus of this study was to analyze China's interest 
in the construction of a military base in Djibouti in 2016. The findings of this study show that 
China has a considerable national interest in demonstrating its hegemonic existence in Africa. 
The construction of a military base is carried out to safeguard or protect economic interests in 
the region, particularly in the context of the Belt & Road Initiative (BRI) cooperation in the 
African region. 
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Abstrak 

Cina merupakan Negara yang berpotensi menjadi kekuatan hegemoni dunia dengan kemajuan 
ekonomi yang diraihnya saat ini. Keberadaan Cina sebagai sebuah kekuatan besar dunia juga 
ditunjukkan dengan bagaimana Negara ini terus berusaha untuk menunjukkan eksistensinya di 
dunia. Salah satu strategi yang diterapkan Cina dalam menunjukkan eksistensi serta dalam rangka 
meraih kepentingan nasionalnya adalah dengan merumuskan bebrapa strategi seperti 
pembentukan kerjasama ekonomi global yang dikenal dengan nama Belt & Road Initiatitives 
(BRI). Kerjasama ini bertujuan untuk membentuk satu jaringan kerjasama ekonomi melintasi 
berbagai belahan dunia. Afrika menjadi salah satu kawasan yang menjadi daya tarik bagi Cina 
karena potensi ekonomi yang dimilikinya, sehingga Cina cukup intensif mengembangkan 
kerjasama ekonomi di kawasan ini. Selain kerjasama ekonomi, Cina juga membangun pangkalan 
militer di Djibouti pada tahun 2016. Fokus kajian ini adalah untuk menganalisis kepentingan Cina 
dalam pembangunan pangkalan militer di Djibouti pada tahun 2016. Temuan dari kajian ini 
menunjukkan bahwa Cina mempunyai kepentingan nasional yang cukup besar dengan 
menunjukkan eksistensi hegemoninya di Afrika, sehingga pembangunan pangkalan militer yang 
dilakukan adalah dalam upaya menjaga atau melindungi kepentingan ekonomi di kawasan 
tersebut, terutama terkait dengan kerjasama Belt & Road Initiative (BRI) di kawasan Afrika. 

Kata Kunci: hegemon potensial; kepentingan nasional Cina; pangkalan militer; Belt & Road 
Initiatives 
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PENDAHULUAN 

Kemajuan ekonomi Cina saat ini 

menempatkan Negara tersebut sejajar 

dengan Negara-negara maju lain di 

dunia, dan sudah menjadi salah satu 

kekuatan ekonomi yang sangat 

berpengaruh. Dalam ulasan yang 

disampaikan di Bloomberg, 

Washingtonpost, NYTimes, dan The 

Economist pada Agustus 2010, 

menyebutkan bahwa Cina telah berhasil 

menyaingi Jepang yang pada saat itu 

berada jauh diatasnya, serta 

menggantikan posisi Jepang sebagai 

kekuatan ekonomi terbesar di Asia 

Timur dan peringkat kedua di dunia 

(Rahmawaty, 2015).  

Pencapaian yang didapatkan 

Cina saat ini tidak lepas dari visi misi 

kebijakan luar negeri yang diterapkan. 

Salah satu program unggulan Cina dalam 

bidang ekonomi adalah Belt & Road 

Initiative (BRI) yang disampaikan oleh 

Xi Jinping pada 2013. Program tersebut 

merupakan upaya untuk mewujudkan 

kembali jalur perdagangan kuno yang 

dikenal dengan nama jalur sutera pada 

masa Dinasti Han. Upaya Cina ini 

berhasil memperluas jalur perdagangan 

ke berbagai kawasan seperti Asia Selatan 

dan Timur Tengah (Cheng, 2015). 

Kebijakan BRI mengacu pada strategi 

dagang dengan dua jalur yaitu darat dan 

laut (Blanchard & Flint, 2017: 2-3). 

Tujuan dari program BRI adalah sebagai 

sarana untuk memperkuat integrasi 

dalam meningkatkan kerjasama ekonomi 

dan moneter, berusaha untuk 

menghilangkan hambatan perdagangan 

(trade barriers), serta untuk 

meminimalisir biaya investasi dan 

perdagangan (Cai, 2017: 3).  

Afrika sendiri sudah sejak lama 

menjadi kawasan yang sangat penting 

bagi Cina, hal ini dapat dilihat dengan 

melihat investasi Cina di kawasan 

tersebut yang semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 2009 Cina 

mengambil alih posisi Amerika Serikat 

sebagai mitra perdagangan utama 

kawasan Afrika dengan Afrika Selatan 

sebagai pengekspor terbesar ke Cina 

diikuti Angola dan Sudan, dan di tahun 

yang sama Afrika Selatan juga menjadi 

importer terbesar barang-barang Cina 

diikuti oleh Nigeria dan Mesir (Chow & 

Shen, 2018).  

Selain penguatan dalam bidang 

ekonomi, beberapa tahun terakhir Cina 

sedara intensif meningkatkan kapabilitas 

militer, diantaranya dengan menambah 

jumlah anggarannya menjadi 11,2 persen 

dari total anggaran belanja negara. Selain 

meningkatkan kapabilitas militer, Cina 
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juga mulai menunjukkan eksistensi 

militernya di dunia dengan membangun 

pangkalan militer di Negara lain. 

Pangkalan militer pertama Cina yang 

dibangun di kawasan lain adalah di 

Djibouti, Afrika pada tahun 2016. 

Djibouti sendiri merupakan sebuah 

negara kecil yang berlokasi di 

semenanjung Pantai Timur Laut Afrika. 

Letak geografis yang strategis membuat 

Negara ini dijadikan sebagai tempat 

transit bagi para imigran dari negara – 

negara Afrika seperti Ethiopia, Eritrea, 

dan Somalia dengan tujuan 

pemberhentian ke negara – negara Teluk. 

Dalam skema BRI sendiri Djibouti 

menempati posisi strategis bagi Cina 

karena menjadi pintu masuk Cina ke 

kawasan Afrika serta penghubung 

Afrika dengan kawasan Eropa. 

Gambar 1. Peta Belt & Road 

Initiative 

 

(Sumber: Lexology.com) 

Ada beberapa penelitian yang 

terkait dengan tema ini. Pertama dalah 

riset mengenai kerjasama ekonomi Cina 

dengan Afrika yang semakin meningkat, 

terutama setelah implementasi BRI. 

Beberapa tulisan menjelaskan adanya 

pola yang asimetris dalam hubungan 

ekonomi antara Cina dengan kawasan 

Afrika, karena Cina terlihat lebih 

dominan (Farooq et.al, 2019 dan 

Bodomo & Che, 2020). Walaupun di sisi 

lain sebenarnya Afrika jelas bisa 

mengambil keuntungan ekonomi dari 

pola hubungan antara kawasan tersebut 

dengan Cina, selain juga ingin 

mempromosikan model ekonomi Cina 

(China Model) dalam kerjasama dengan 

Negara-negara di Afrika (Bodomo, 

2009; Sandy & Jun, 2013).  

Terkait dengan pembangunan 

pangkalan militer Cina di Djibouti, 

Cabestan (2019) yang melihat bahwa 

pendirian pangkalan militer di Djibouti 

oleh Cina merupakan upaya Negara 

tersebut dalam menanggapi kompetisi 

dengan Amerika Serikat dalam meraih 

posisi hegemon di kawasan tersebut, 

serta membentuk bipolaritas baru dalam 

politik global. Dari beberapa tulisan 

diatas belum ada yang spesifik 

mengkaitkan prakarsa BRI yang 

dilakukan Cina dengan pembangunan 
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pangkalan militer di Djibouti, serta 

menganalisa Cina sebagai potential 

hegemon di kawasan Afrika. 

 Tulisan ini akan membahas 

mengenai bagaimana upaya Cina dalam 

mewujudkan hegemoni di Afrika 

melalui pembangunan pangkalan militer 

di Djibouti pada tahun 2016. 

Kerangka Pemikiran: Potential 

Hegemon 

Dalam perpolitikan global bisa 

terjadi adanya negara yang mempunyai 

potensi untuk menjadi hegemon 

(potential hegemon). Jika ada satu 

negara disebut sebagai potential 

hegemon, berarti negara tersebut 

memiliki kapabilitas untuk menjadi 

aktor dominan dalam politik global, atau 

dengan kata lain mendominasi kekuatan 

besar lain yang ada di sekelilingnya, baik 

secara regional maupun global (Snyder, 

2002: 149).  

Ada dua syarat yang harus 

dipenuhi sistem internasional untuk bisa 

disebut sebagai sistem yang hegemoni 

(Rauch & Wurm, 2013:58). Pertama, 

dibutuhkan adanya aktor negara yang 

memiliki sumber daya dan kekuatan 

yang dibutuhkan untuk bisa meraih 

posisi superior dibanding 

kompetitornya. Kedua, Aktor yang kuat 

tersebut mau untuk mengambil 

kesempatan dalam meraih posisi 

kepemimpinan terhadap aktor-aktor lain. 

Keinginan untuk menjadi hegemon 

dimotivasi dengan adanya prospek 

bahwa keuntungan yang didapat dalam 

sistem hegemonik tersebut akan diraih 

oleh aktor hegemon, tetapi harus 

melebihi biaya (cost) yang dikeluarkan 

oleh aktor hegemon tersebut ketika 

berupaya untuk meraih posisi dominan 

(Menzel, 2004:10). Menurut beberapa 

pendapat, hegemoni akan muncul ketika 

ada aktor yang mempunyai potensi untuk 

menjadi hegemon punya kekuatan yang 

mencukupi serta mau untuk meraih 

posisi sebagai pemimpin dalam sistem.  

Jika dikaitkan dengan konfigurasi 

kekuasaan yang sistemik, istilah 

hegemoni memperlihatkan adanya relasi 

kuasa asimetris yang tidak secara 

langsung menantang gambaran 

tradisional sistem internasional yang 

bersifat anarkhis. Hegemoni lebih 

memperlihatkan pada adanya pengaruh 

yang dominan serta adanya pengakuan 

atas kepemimpinan dari satu unit politik 

dalam sistem, tetapi tanpa memberikan 

otoritas pembuatan keputusan yang 

definitif (Rauch & Wurm, 2013:.58). 

Hegemoni juga memunculkan adanya 

bentuk struktural dalam sistem 
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internasional dimana satu aktor negara 

yang kuat mengendalikan dan 

mendominasi aktor-aktor negara lain di 

dalam sistem yang lebih lemah (Gilpin 

1981: 29).        

Mearsheimer berpendapat bahwa 

hegemoni memang sesuatu yang langka, 

karena biaya (cost) untuk melakukan 

ekspansi dalam upaya mencapai posisi 

hegemon sangat besar, dan bisa melebihi 

keuntungan yang diraih apabila posisi 

dominan atau posisi hegemon sudah 

dicapai (Mearsheimer, 1990; 13). 

Konsekuensinya kemudian adalah 

bahwa potential hegemon hanya akan 

mengejar posisi dominan ketika bisa 

mengantisipasi cost yang tinggi tersebut. 

Hegemoni juga menunjukkan adanya 

superioritas satu negara tanpa 

menghilangkan kedaulatan negara lain, 

serta lebih menunjukkan adanya 

kepemimpinan yang diakui serta 

pengaruh yang kuat dari satu unit 

didalam sistem, tetapi tidak serta merta 

menyatukan sistem internasional dalam 

satu otoritas tunggal, sehingga kemudian 

hegemon disebut sebagai ‘the first 

amongst tendential equals’ (Rauch & 

Wurm, 2013: 59). 

Dari semua penjelasan mengenai 

hegemoni diatas, dapat dilihat bahwa 

dalam sebuah konstelasi sistem tertentu 

tidak ada dua atau lebih kekuatan 

hegemonik yang eksis secara bersamaan, 

dan jika memang terjadi ada lebih dari 

satu hegemon di dalam sistem maka 

sistem akan terpecah dalam beberapa 

lingkaran pengaruh (spheres of 

influence). Keberadaan hegemoni selalu 

ditandai dengan adanya negara dominan 

yang mempunyai sumber daya kekuatan 

jauh melebihi negara lain di berbagai 

macam kekuatan, serta memiliki 

kemampuan serta kemauan untuk 

memobilisasi dan menggunakan 

kekuatan tersebut. Menurut Gilpin 

(1981) dan Keohane (1984), hegemoni 

memang diperlihatkan dengan adanya 

satu negara dengan kepemilikan 

berbagai sumber daya yang dominan. 

Indikator yang khas biasanya adalah 

adanya supremasi di bidang militer dan 

ekonomi. Termasuk didalamnya adalah 

kapabilitas angkatan bersenjata di semua 

matra, besaran belanja militer, besaran 

GDP yang dimiliki, kekuatan industri 

dan produksi, serta pengaruh dalam 

sistem finansial internasional (Rauch & 

Wurm, 2013: 59). Ada beberapa 

indikator tambahan yang mempengaruhi 

seperti misalnya warisan peradaban yang 

dimiliki, serta pengaruh kebudayaan 

populer dalam pelaksanaan soft power-

nya (Nye, 2004).  
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Rauch & Wurm (2013: 59-60) 

menjelaskan satu jenis hegemoni yang 

didasarkan pada tulisan akademisi 

Jerman bernama Heinrich Triepel. 

Menurut Triepel, hegemoni bisa 

dipahami sebagai satu bentuk untuk 

‘pembatasan kekuatan’, yang kemudian 

ditandai dengan adanya hubungan 

kerjasama serta didesain untuk 

dilaksanakan untuk mempertahankan 

pola relasi kuasa asimetris berdasarkan 

prinsip dasar hubungan timbal-balik 

(reciprocity) dan ditandai dengan adanya 

partisipasi sukarela dari negara-negara 

lain yang kekuatannya lebih lemah. 

Negara hegemonik menurut Triepel 

disini memperlihatkan adanya upaya 

untuk membatasi pemakaian kekuatan 

yang dimiliki, dan lebih mengutamakan 

orientasi untuk mewujudkan tujuan 

bersama, dan para pengikut negara 

hegemon mendapatkan keuntungan 

dengan mengakui kepemimpinan serta 

bersedia untuk mengikuti kepemimpinan 

negara hegemoni tersebut.  

PEMBAHASAN 

Peningkatan Kapabilitas Militer Cina 

Menurut Dinarto (2016) dalam 

penelitiannya mengenai keamanan 

nasional Cina menyebutkan adanya 

laporan belanja militer Cina mengalami 

peningkatan jumlah anggaran secara 

signifikan dari tahun 2000 hingga 2015. 

Data menunjukan pada tahun 2000 

anggaran pertahanan Cina mencapai 

14,6 miliar USD, sedangkan pada tahun 

selanjutnya yaitu 2001 mengalami 

kenaikan anggaran menjadi 17 miliar 

USD, yang mana jumlah anggaran 

tersebut lebih besar dari Korea Selatan. 

Pada tahun 2002 Cina mengalokasikan 

dana menjadi 20 miliar USD, yang 

kemudian pada tahun berikutnya yaitu 

2003 mengeluarkan 22 miliar USD 

untuk belanja militer. Demi 

meningkatkan pertahanan militernya 

agar semakin maju, Cina semakin gencar 

untuk terus menambah jumlah anggaran 

pertahanan di tahun 2004 sebesar 24,6 

miliar USD, walaupun pada saat itu 

diketahui Cina mengalami defisit karena 

terlalu banyak mengeluarkan biaya 

untuk membeli peralatan persenjataan. 

Adapun pada 2005 jumlah anggaran 

mengalami kenaikan sebesar 12 persen 

yaitu sekitar 29,9 miliar USD, kemudian 

disusul pada tahun 2006 Cina tanpa ragu 

– ragu terus menaikkan anggaran 

pertahanannya menjadi 35 miliar USD. 

Pada tahun 2007 menjadi 45 miliar USD, 

yang kemudian meningkat sejumlah 

57,22 miliar USD di tahun 2008. 

Kenaikan jumlah anggaran tersebut dari 
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tahun ke tahun tetap dilakukan oleh 

Cina, yang terbukti pada 2009 Cina 

mencapai pengeluarannya sekitar 70 

miliar USD. Dinarto juga 

menyampaikan hingga tahun 2010 

dalam anggaran pertahanannya Cina 

mengalami sedikit kenaikan menjadi 77 

miliar USD, yang kemudian mencapai 

jumlah 91,5 miliar USD pada 2011. 

Meskipun perekonomian Cina sedikit 

mengalami penurunan, ia tetap konsisten 

untuk terus melengkapi fasilitas yang 

diperlukan oleh bidang militernya. Pada 

tahun 2012 Cina juga terus menambah 

jumlah anggaran menjadi 101,9 miliar 

USD, yang kemudian disusul di tahun 

2013 dengan jumlah 114,3 miliar USD. 

Terlihat secara konkrit bahwa Cina 

sangat berambisi untuk terus 

memperbaiki dan memajukan 

kapasitasnya perihal segi pertahanan dan 

keamanan di bidang militernya. Tak 

heran jika di tahun 2014 Cina secara 

kontinyu menambah jumlah 

anggarannya menjadi 132 miliar USD, 

yang kemudian secara berkala 

bertambah dengan jumlah 145 miliar 

USD di tahun 2015 dan menempati 

posisi sebagai anggaran terbesar kedua 

setelah Amerika Serikat.  Pernyataan 

dari juru bicara pemerintahan Cina yaitu 

Fu Ying mengkonfirmasi, bahwa 

anggaran pertahanan Cina di tahun 2016 

mengalami peningkatan sejumlah 7 

persen hingga 8 persen yang disesuaikan 

dengan kebutuhan pertahanan nasional 

Cina dan pendapatan fiskal (Sari, 2016).  

Gambar 2. Grafik Anggaran Militer 

Cina tahun 200 

 

(Sumber: ASEAN Studies Center 

Universitas Gadjah Mada, 2016) 

Upaya – upaya lain yang juga 

dilakukan oleh Cina dalam peningkatan 

militer seperti menambah jumlah 

personil dan melakukan kerjasama di 

bidang militer dengan negara – negara 

luar. Seperti mengadakan latihan militer 

bersama untuk melawan terorisme dan 

pembajakan kapal dengan Rusia pada 

bulan Mei 2015 di Mediterania. Hal ini 

merupakan salah satu bentuk soft power 

yang digunakan Cina dengan diplomasi 

militernya sebagai media untuk 

memperluas jangkauannya seperti yang 

dikatakan oleh Xin Jinping pada 

program BRI (Chaziza, 2018: 14).  
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Adanya peningkatan anggaran 

militer yang signifikan dari tahun ke 

tahun membuat beberapa negara 

khawatir dan menilai hal tersebut 

sebagai ancaman bagi mereka. Tetapi 

oleh Pemerintah Cina menampik 

anggapan tersebut, dan disampaikan 

bahwa tujuan peningkatan militer Cina 

dimaksudkan untuk memperkuat 

pertahanannya yang menyesuaikan 

kondisi dunia internasional saat ini. Cina 

juga berkomitmen untuk turut membantu 

dalam menciptakan perdamaian sesuai 

dengan kebijakan yang dibuat pada masa 

pemerintahan Hu Jintao yaitu 

kebangkitan Cina untuk perdamaian 

(Peaceful Rise Existance) (Lisbet, 2012: 

5-6). 

Selain menambah jumlah personil 

yang cukup banyak dan terus 

memperbarui peralatan militer, 

Pemerintah Cina juga merancang sebuah 

kebijakan yakni melakukan kerjasama di 

bidang militer dengan negara – negara 

lain baik secara bilateral ataupun 

multilateral.  Kerjasama di bidang militer 

ini adalah salah satu upaya Cina guna 

mewujudkan komitmennya sebagai 

sebuah negara yang memiliki kapasitas 

militer unggul di lingkup global. Adapun 

maksud lain dari kerjasama militer 

tersebut ialah sebagai bentuk keseriusan 

Cina untuk turut berpartispasi dalam 

merealisasikan stabilitas keamanan 

global (Yasuhiro, 2014: 1).  

Cina telah mencapai kesepakatan 

kerjasama militer dengan beberapa 

negara di kawasan Amerika Latin dan 

kawasan Afrika seperti Djibouti, 

Nigeria, Sudan, dan Zimbabwe (Enuka, 

2012: 1). Beberapa negara berpengaruh 

lainnya yang juga melakukan kerjasama 

militer dengan Cina berada di kawasan 

Timur Tengah (Dorsey, 2016: 3). 

Kerjasama militer antara Cina dan 

negara – negara tersebut terbagi menjadi 

tiga komponen yaitu adanya pelatihan 

dan penguatan unit militer bersama, 

meningkatkan integrasi dalam kerjasama 

di bidang senjata dan teknologi militer, 

serta pengenalan teknologi militer 

terbaru. Kebijakan pembangunan 

pangkalan militer Cina di suatu wilayah 

merupakan inovasi baru dari 

pemerintahan dan juga bagian dari tiga 

komponen tersebut (Yasuhiro, 2014: 6).   

Pembangunan Pangkalan Militer 

Cina di Djibouti 

Djibouti adalah sebuah negara 

kecil yang berada di benua Afrika 

tepatnya di Semenanjung Pantai Timur 

Laut Afrika. Negara ini menjadi negara 

yang strategis untuk area transit bagi 
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para imigran yang ingin pergi ke Negara-

negara di Timur Tengah.  

Gambar 3. Peta Negara Djibouti 

 

    (Sumber: VectorStock.com) 

Pertimbangan dari pemerintah 

Cina mengenai pembangunan pangkalan 

militer di negara Djibouti juga tak lepas 

dari letak wilayahnya yang strategis 

terutama dalam hal pelayaran. 

Kesepakatan kerjasama militer antara 

kedua negara tersebut merupakan bentuk 

simbiosis mutualisme, yang mana saling 

mendukung dan memfasilitasi kedua 

negara.  

Sebelumnya terdapat beberapa 

negara yang lebih dahulu membangun 

pangkalan militer di Djibouti yaitu 

Amerika Serikat (Camp Lemonnier), 

Perancis (Les Forces Françaises 

Stationnées à Djibouti), dan Jepang 

(Maritime Self-Defense Forces).  

Dapat dikatakan bahwa adanya 

pangkalan militer di Djibouti dari 

beberapa negara tersebut menjadi faktor 

pendukung yang mendorong pemerintah 

Cina untuk turut membangun 

pangakalan militernya sebagai bentuk 

stabilitas keamanan dan menunjukkan 

eksistensi hegemonik di kawasan 

tersebut (Utami dan Erna, 2017: 2). Jika 

dipahami secara seksama pada pemetaan 

yang dibuat oleh Thomas V. Linge, 

pangkalan militer dari beberapa negara 

(Amerika Serikat, Jepang, Perancis, 

Italia, dan Cina) berada pada jarak yang 

cukup berdekatan antara satu dan 

lainnya.  

Pada gambar di bawah juga 

mencantumkan jumlah pajak atau biaya 

sewa dalam setahun yang dibayarkan ke 

Djibouti. Amerika Serikat merupakan 

negara yang paling banyak 

mengeluarkan biaya dengan jumlah 63 

juta USD, Perancis membayar 36 juta 

USD, disusul Cina dengan biaya 20 juta 

USD, Italia 2,6 juta USD, sedangkan 

Jepang tidak tercantum jumlah biaya 

yang dikeluarkan. 

Gambar 4. Pangkalan Militer 

Negara-negara Asing di Djibouti 
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(Sumber: Twitter @ThomasVLinge) 

Pembangunan pangkalan militer 

ini merupakan kali pertama bagi Cina 

dalam kebijakan pertahanannya, dan 

merupakan babak baru dalam sejarah 

bidang pertahanan Cina. Adanya isu 

mengenai kecenderungan negara maju 

yang saat ini semakin gencar 

membangun pangkalan militernya guna 

kepentingan nasional negara, membuat 

Cina tak mau ketinggalan untuk 

menerapkan program tersebut, apalagi 

dengan adanya ambisi Negara ini untuk 

menjadi kekuatan utama dalam politik 

global. Dilansir dari artikel berita China 

Daily (Maret, 2016) disebutkan bahwa 

gagasan dalam kebijakan pembangunan 

pangkalan militer di Djibouti pertama 

kali dicetuskan pada bulan Maret dan 

April 2015, karena pada saat itu 

Angkatan Laut Cina tengah 

mengevakuasi warga negaranya dan 

orang asing dari Yaman (Bo Zhou, 

2016). Hal ini juga berkaitan dengan 

operasi militer anti – pembajakan yang 

dilakukan oleh People's Liberation Army 

Navy (PLAN) di Teluk Aden, sebagai 

badan pengawas keamanan di daerah 

yang rawan konflik dan dikabarkan 

terdapat ancaman yang semakin 

meningkat. Adanya jumlah kapal Cina 

yang semakin bertambah guna 

melakukan transit dari tanduk Afrika dan 

semenanjung Arab menjadi hal yang 

mendasari pemerintah Cina untuk 

mendirikan pangkalan militernya di 

Djibouti secara permanen (Chaziza, 

2018: 15). 

Pada awal tahun 2014, Cina dan 

Djibouti bersepakat untuk 

menandatangani perjanjian kerjasama di 

bidang militer (Utami dan Erna K. 2017: 

1). Perjanjian tersebut ditandatangani 

oleh Menteri Pertahanan Cina, Chang 

Wanquan sebagai perwakilan dari 

otoritas Cina pada 25 Februari 2014 

dengan Menteri Pertahanan Djibouti 

yaitu Hassan Darar Houffane 

(allAfrika.com, 2014). Pada awal 

Februari 2016 pembangunan pangkalan 

militer Cina di Djibouti telah dimulai dan 

selesai dibangun pada 2017 (Tyler, 

2018). 

  Adapun pernyataan dari salah 

satu tokoh di Kementerian Luar Negeri 

Cina yaitu Hong Lei menyatakan, bahwa 
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adanya pangkalan militer Cina di 

Djibouti akan lebih memaksimalkan 

pengawasan dan pengawalan untuk 

menciptakan perdamaian serta stabilitas 

di lingkup regional oleh pasukan militer 

Cina. Pernyataan dari Hong tersebut 

merujuk pada misi pengawalan anti 

perompakan yang berada di Teluk Aden 

dan Somalia, yang mana Cina turut 

berkonstribusi sebagai bagian dari upaya 

internasional yang juga mendapat 

dukungan dari PBB.  

Kerjasama yang terjalin erat antara 

kedua negara tersebut semakin menguat 

dengan adanya pangkalan militer. 

Dengan adanya kerjasama tersebut dapat 

memperkuat posisi Djibouti sebagai titik 

utama dalam hal infrastruktur yang 

kemudian dapat memperluas kapabilitas 

perdagangan dan logistik. Diketahui 

bahwa Cina membayar sejumlah 20 juta 

USD kepada Djibouti pertahun sebagai 

pajak pembangunan pangkalan 

militernya di wilayah Djibouti tersebut, 

yang dikutip dari pernyataan Mahmoud 

Ali Youssouf sebagai Menteri Luar 

Negeri Djibouti. Salah satu isi dari 

perjanjian kedua negara tersebut yaitu 

Cina menyepakati kontrak 10 tahun 

dengan opsi perpanjangan kontrak 

menjadi 10 tahun berikutnya (Dutton, 

Peter A., Isaac B. Kardon, and Conor M. 

Kennedy, 2020: 28-29). Cina 

diperkirakan telah mengeluarkan biaya 

sebesar 590 miliar USD untuk 

pembangunan pangkalan militernya. 

Pembangunan pangkalan militer tersebut 

memiliki beberapa tujuan seperti 

pengelolaan komoditi besar, tempat 

penampungan pasukan militer dan 

barang – barang yang lain. Pangkalan 

tersebut dirancang sebagai kamp militer 

untuk beberapa ribu pasukan dan 

mencakup sebagai penyimpanan alat 

persenjataan, fasilitas perbaikan 

helikopter dan kapal, serta menyediakan 

lima tempat pemberhentian kapal 

komersial dan satu untuk kapal militer 

(Utami dan Erna K. 2017: 3). 

Sebelumnya Cina juga telah mendanai 

proyek infrastruktur utama di Djibouti 

sebesar 14 miliar USD, termasuk juga 

pada proyek pembangunan jalur rel 

kereta api sebagai tempat transit dari 

Djibouti menuju Addis Ababa, ibukota 

Ethiopia. Cina juga memberikan dana 

bantuan untuk penyaluran pipa yang 

akan mengangkut gas alam ke pelabuhan 

Djibouti untuk diekspor ke Cina 

(Chaziza, 2018: 9). 

Faktor-faktor Pendukung dalam 

Pembangunan Pangkalan Militer 

Cina 
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 Dilihat dari tindakan Cina dalam 

beberapa tahun terakhir yang 

membangun pangkalan militer 

pertamanya di suatu wilayah strategis 

bagian Afrika, tentunya memiliki tujuan 

dan aspek – aspek secara komprehensif 

yang dapat ditelaah. Faktor pertama 

menurut penulis jika dikaitkan dengan 

pandangan Waltz (1979) adanya 

pembangunan pangkalan militer tersebut 

tidak terlepas dari sistem atau struktur 

internasional saat ini. Hal ini kemudian 

menuntut negara – negara yang maju dan 

memiliki power dalam lingkup global 

turut melakukan beragam upaya guna 

melindungi kepentingan nasionalnya 

serta menunjukan eksistensi 

hegemoniknya di berbagai wilayah.  

Struktur internasional yang 

semakin menuntut negara memperkuat 

eksistensinya secara global untuk 

mendapatkan power dan mencapai 

intensi yang mereka miliki. Keberhasilan 

Cina yang semakin diperhitungkan dan 

diakui dunia, membuat Negeri Tirai 

Bambu tersebut semakin gencar dalam 

mmemperlihatkan posisi mereka sebagai 

potential hegemon.  

Cina yang sebelumnya lebih 

memprioritaskan pada kemajuan 

ekonomi negaranya untuk pertumbuhan 

dan pembangunan yang lebih baik dalam 

perkebangannya banyak melakukan 

inovasi kebijakan pertahanan seperti 

dalam membangun pangkalan militer di 

Djibouti. Hal ini merupakan bukti bahwa 

Cina semakin berupaya untuk terus 

mengikuti dan menyeimbangkan kondisi 

yang terjadi pada struktur global yang 

ada.  

Pemikir neorealis yaitu 

Mearsheimer lebih menekankan adanya 

hegemoni dalam struktur internasional, 

serta memiliki power yang sangat 

dominan untuk mengatur unit – unit 

lainnya. Mearsheimer digolongkan ke 

dalam offensive realism karena 

pemikirannya yang lebih 

memperlihatkan sifat agresif negara 

untuk menjadi dominan dari yang 

lainnya (Mearsheimer 2001: 29, dalam 

tulisan Dunne, M. Kurki, and S. Smith, 

2013: 78). 

Adapun aspek pendukung lainnya 

dalam pembangunan pangkalan militer 

Cina di Djibouti ialah dengan adanya 

kebijakan Belt Road Initiative (BRI). 

Strategi yang digunakan dari program 

tersebut menggunakan jalur laut atau 

biasa disebut 21st Century Maritime Silk 

Road, yang mana wilayah Afrika 

termasuk salah satu tujuan dari program 

tersebut (Dutton, Peter A., Isaac B. 

Kardon, and Conor M. Kennedy, 2020: 
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8). Dilansir dari AFRICA TIMES 

(Januari, 2020) menjelaskan pernyataan 

dari Cina mengenai kesepakatannya 

dengan Djibouti tentang komitmen 

mereka dalam program BRI yang 

membahas mengenai pengembangan 

pesisir “blue economy,” komunikasi, 

investasi digital, serta proyek lainnya 

untuk menambah kapasitas perdagangan 

dan logistik, seperti proyek kereta api 

yang menghubungkan Addis Ababa 

dengan Djibouti dan proyek 

pembangunan pelabuhan Doraleh. 

Sangat jelas terlihat bahwa kebijakan 

ekonomi Cina seperti program yang 

dibuat oleh Xi Jinping dapat dikatakan 

menjadi aspek yang dominan dalam 

pertimbangan pangkalan militernya di 

Djibouti. Kembali pada pemikiran 

neorealis Waltz tentang negara yang 

kemudian memberikan ide baru 

membentuk sebuah aliansi guna 

meminimalisir kemungkinan konflik 

yang akan terjadi, mulanya yang tak lain 

merupakan pengaruh dari sistem 

internasional. Hal ini tak lain didasari 

adanya kepentingan nasional suatu 

negara yang kemudian menghasilkan 

kesepakatan bersama yang akan 

menguntungkan masing – masing mitra. 

Strategi yang digunakan oleh Cina 

menegaskan bahwa mereka ingin 

melindungi bagian penting dari 

negaranya yang terutama dalam aspek 

perdagangan. Letak Djibouti yang 

strategis dan menjadi rute pelayaran 

tersibuk karena berlokasi di dekat 

Terusan Suez dan berada di Teluk Aden, 

serta rentan terjadi pembajakan kapal di 

wilayah tersebut menjadi korelasi yang 

akurat bagi Cina untuk 

mempertimbangkan kebijakannya demi 

melindungi produk perdagangan dan 

warga sipilnya yang berada di wilayah 

tersebut (Chaziza, 2018: 10).   

Lokasi pangkalan militer Cina 

sendiri berdekatan dengan pelabuhan 

Doraleh yang termasuk dalam pelabuhan 

internasioal dan menjadi bagian penting 

dalam aktivitas pelayaran, di mana 

sekitar 40 persen produk impor Cina 

melewati jalur perairan ini menuju ke 

Negeri Tirai Bambu tersebut. Pelabuhan 

Doraleh sendiri merupakan aset berharga 

bagi Cina karena ikut berkontribusi 

dalam pengembangan pelabuhan 

tersebut. Disebutkan bahwa pelabuhan 

Doraleh dinaungi oleh Port de Djibouti 

Société Anonyme (PDSA), yang 

merupakan sebuah perusahaan patungan 

yang dibentuk pada tahun 2013 oleh dua 

pihak yaitu China Merchants dan the 

Djibouti Ports and Free Zones Authority 

(DPFZA). Pada pembangunan 
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pelabuhan tersebut China Merchants 

mengeluarkan biaya sebesar 185 juta 

USD guna mendapatkan 23,5 persen 

saham di Port de Djibouti Société 

Anonyme (PDSA). Cina membantu 

pembiayaan dengan memberikan 

tambahan pinjaman serta menyediakan 

peralatan dari Shanghai zhenhua Heavy 

Industries untuk membangun pelabuhan 

Doraleh bersama DPFZA. Cina juga 

berencana untuk menggunakan 

pelabuhan lain di beberapa titik sebagai 

tempat pengisian bahan bakar dan 

fasilitas lainnya untuk melancarkan 

aktivitas dagangnya (Downs E., J.  

Becker, and P. deGategno, 2017: 10-13). 

Dikutip dari China Daily (Maret, 2017) 

dimana adanya pernyataan dari presiden 

China Merchants Group yang 

mengatakan bahwa Cina sangat 

memanfaatkan keuntungan geografis 

Djibouti di pelabuhan Doraleh, yang  

rencananya dijadikan sebagai Shekou 

dari Afrika Timur, yaitu tempat 

penyaluran logistik dan perdagangan 

secara regional. Hal ini membuktikan 

secara kontras bahwa sektor ekonomi 

merupakan alasan utama Cina untuk 

membangun pangkalan militer 

pertamanya. Ambisi Cina untuk terus 

membangun negaranya menjadi lebih 

sejahtera adalah visi utama yang hingga 

saat ini diterapkan dalam 

pemerintahannya. Disebutkan juga 

bahwa kehadiran Cina di regional Afrika 

memiliki kepentingan ekonomi dengan 

upaya mencari pasar baru untuk 

perusahaan konstruksi sebagai 

permintaan dari proyek infrastruktur 

Cina yang melambat. Adapun langkah 

lain yang dilakukan Cina dalam 

kepentingan nasionalnya di Djibouti 

yaitu dengan melakukan bantuan 

pembiayaan dalam pembangunan 

Djibouti International Free Trade Zone 

(DIFTZ) yang berada di sebelah 

pelabuhan Doraleh. Pembangunan 

tersebut dimulai pada Januari 2017 oleh 

Dalian Port Corporation Limited, yang 

mana China Merchants mendapatkan 21 

persen saham pada proyek tersebut. 

Proyek lainnya yang dikerjakan oleh 

Cina di bulan yang sama yaitu China 

Merchants mendirikan dua usaha 

bersama dengan perusahaan Cina 

lainnya untuk membantu pembangunan 

DIFTZ semakin berkembang. Caranya 

dengan berinvestasi dalam proyek 

komersial dan infrastruktur di DIFTZ 

dan mengelola investasi dengan 

melakukan joint ventur, yang mana 

dilakukan pembagian tugas secara 

merata.  Djibouti International Free 

Trade Zone (DIFTZ) diprediksi akan 
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menjadi zona perdagangan bebas yang 

terbesar di Afrika (Downs E.,  J.  Becker, 

and P. deGategno, 2017: 13).  Sehingga 

tujuan pembangunan pangkalan militer 

di Djibouti adalah sebagai bentuk 

pertahanan Cina dalam kepentingan 

nasionalnya yaitu kemanan dan 

ekonomi. Inovasi Cina di bidang 

pertahanannya mencetak sejarah baru 

dari program – program terdahulu. 

Seperti yang dikatakan oleh Thomas J. 

Bickford (2016: 1-2), aforisme yang 

dilontarkan oleh Xi Jinping yaitu China 

as A Maritime Power menjadi sebuah 

manifestasi keinginannya untuk 

membangun dan meningkatkan 

kapabilitas Cina sebagai suatu unit yang 

berpengaruh dalam politik internasional. 

Pemimpin Cina tersebut memiliki 

kesadaran yang tinggi terhadap 

urgensinya dalam bidang pertahanan 

sebagai penyokong kekuasaan dalam 

tatanan domestik dan internasional. 

Menurut pandangan Xi Jinping 

mengenai stabilitas dan legitimasi 

negaranya membutuhkan peran militer 

yang cukup kuat untuk menyeimbangi 

negara – negara yang lain. Adanya 

kekuatan militer yang kredibel dapat 

mendorong kemajuan Cina secara 

strategis dalam beberapa hal seperti 

ekonomi dan politiknya. Hal lain yang 

membuat Xi Jinping percaya ialah histori 

Cina pada masa lampau yang memiliki 

kekuatan maritim global sehingga perlu 

membangkitkan kembali kekuatan 

tersebut. 

Aspek lainnya adalah dukungan 

dari para elit politik dan ekonomi Cina 

untuk membangun pangkalan militer di 

Djibouti guna menambah keuntungan 

bagi negaranya. Dukungan tersebut 

diperoleh dari Partai Komunis Cina atau 

Chinese Communist Party (CCP) dan 

The Chinese Government. Hal ini dilatar 

belakangi oleh misi partai tersebut untuk 

terus meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi negaranya yang saat ini 

menjadi tantangan besar bagi para elit 

politik.  Sehingga mereka 

mempertimbangkan lokasi baru yang 

dapat menghasilkan pendapatan dengan 

jumlah yang cukup besar bagi 

negaranya. Menurutnya, Cina dapat 

memilih negara – negara lain yang 

mengisyaratkan dukungan untuk 

menjadi aliansi secara mutualisme 

(Wasserstrom, 2013: 170). Dukungan 

lain juga diperoleh dari basis militer Cina 

yaitu The People’s Liberation Army 

(PLA). Hal ini terkait dengan masalah 

pembajakan kapal oleh para perompak 

yang rentan terjadi yang mengancam 

keamanan terhadap ekonomi dan warga 
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sipilnya di regional tersebut. Diketahui 

pada 2008 lebih dari 1.200 kapal dagang 

Cina diserang oleh perompak saat 

melewati Teluk Aden. Pada mulanya 

Cina hanya diberikan agenda selama satu 

tahun untuk operasi anti perompakan, 

yang kemudian operasi tersebut terus 

dilanjutkan hingga saat ini  (Erickson 

and Strange, 2015; 74). Pada 18 

Desember 2008, Cina mengerahkan tiga 

kapal dari The People’s Liberation Army 

Navy (PLAN) untuk bergabung bersama 

armada Angkatan Laut dalam 

memerangi perompakan internasional di 

Teluk Aden. Laporan dari PBB pada 

Agustus 2016 menyatakan jumlah 

pasukan penjaga perdamaian Cina yang 

berada di Sudan Selatan, Mali dan tujuh 

zona lainnya sekitar 2.639 orang. Cina 

menempatkan sekitar 3.079 personel 

dalam sepuluh misi peacekeeping 

operation PBB yang kebanyakan berada 

di sub-Sahara Afrika dan Timur Tengah. 

Cina juga menyumbangkan biaya yang 

sangat besar dan berada di peringkat 

enam dalam anggaran peacekeeping 

operation PBB dan yang keempat 

diantara Dewan Keamanan PBB, yaitu 

sejumlah 8,27 miliar USD pada periode 

Juli  2015 hingga Juni 2016 (Utami dan 

Erna K. , 2017: 9). Ketiga birokrasi 

pemerintahan tersebut akhirnya 

menyepakati pembangunan pangkalan 

militer Cina di Djibouti sebagai suatu 

bentuk upaya untuk menjaga 

perdaimanan dunia dan bentuk 

perlawanan anti pembajakan yang juga 

di latar belakangi kepentingan 

nasionalnya. Pada dasarnya negara 

melakukan kerjasama didasari pada 

kepentingan yang dimiliki masing - 

masing  dan akan berjalan lebih mudah 

jika antar anggota memiliki hubungan 

yang baik seperti yang dikatakan oleh 

Waltz dalam defensive realism. Berbeda 

dengan realis yang menganggap negara 

lain adalah musuh, dalam pandangan 

neorealis mengenai negara dapat 

melakukan kerjasama meskipun masih 

adanya rasa tidak percaya. Hal itu terjadi 

karena struktur internasional yang 

menuntut unit – unit tersebut bersikap 

sesuai dengan kondisi yang terjadi dan 

mmenyebabkan mereka untuk saling 

berinteraksi guna mencapai kepentingan 

masing – masing. Waltz juga 

mendefinisikan bahwa semua negara 

sama dalam hal fungsionalnya, yang 

membedakan adalah kapabilitas dari tiap 

negara sehingga menentukan powernya 

dalam tatanan internasional (Waltz, 

1979: 97). 
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KESIMPULAN 

Pembangunan pangkalan militer 

Cina di Djibouti pada dasarnya 

merupakan bentuk dari implementasi 

melindungi kepentingan Cina dalam 

melindungi warga sipil dan akses dagang 

dari para perompak di wilayah perairan 

sekitarnya.  

Tidak hanya itu, dengan kondisi 

ekonomi Cina yang semakin kuat di 

ranah global, Cina adalah Negara yang 

berpotensi untuk menjadi hegemon, 

sehingga kebijakan ini selaras dengan 

keinginan Cina untuk menunjukakn 

eksistensi hegemoniknya di berbagai 

kawasan, terutama di Afrika.  

Letak geografis Djibouti yang 

strategis sehingga menjadi rute 

pelayaran tersibuk dan penting di dunia, 

karena berlokasi di dekat Terusan Suez 

dan berada di Teluk Aden. Cina sangat 

bergantung dengan jalur pelayaran 

tersebut untuk aktivitas ekspor dan 

impor ke berbagai negara. Aksesnya 

yang strategis dan banyak kapal dari 

belahan dunia melintas di perairan 

tersebut, membuat wilayah ini rentan 

terhadap aksi pembajakan kapal. Hal 

tersebut menjadi alasan yang kuat bagi 

Cina untuk mempertimbangkan 

kebijakannya demi melindungi 

kepentingan ekonomi di kawasan 

tersebut (Chaziza, 2018: 10). Apabila 

melihat dari pandangan neorealis Waltz 

(1979), tindakan Cina tersebut adalah 

bentuk respon dari sistem internasional 

yang ada saat ini, dimananegara-negara 

yang mempunyai power kuat akan 

berusaha untuk menunjukkan 

kapabilitasnya. Diketahui bahwa 

sebelum Cina mendirikan pangkalan 

militernya di Djibouti, beberapa negara 

sudah lebih dulu melakukan kebijakan 

tersebut diantaranya Amerika Serikat, 

Perancis, Jerman, Italia, Jepang, dan 

Spanyol (Winsor, 2016). Hal ini yang 

kemudian mendorong Cina untuk 

semakin memperkuat sektor pertahanan 

yang salah satu upayanya yaitu dengan 

membangun pangkalan militer di 

Djibouti. Argumen lain yang dikatakan 

oleh Cina mengenai motif pembangunan 

pangkalan militer ini ialah untuk ikut 

mendukung dan mempertahankan 

stabilitas keamanan serta perdamaian 

dunia dalam memberantas perompakan 

serta aksi terorisme yang terjadi dalam 

lingkup global.  

Terwujudnya program ini juga 

didukung penuh oleh para elit politik dan 

birokrasi Cina yang tak lain ialah 

Chinese Communist Party (CCP), The 

Chinese Government, dan The People’s 
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Liberation Army (PLA). Peneliti juga 

menganalis adanya peran dari program 

yang dibuat “Belt Road Initiative”. 

Menurut Blanchard & Flint (2017: 2-3), 

kebijakan BRI menggunakan jalur laut 

atau “blue economy”, yang mempunyai 

tujuan untuk memperkuat integrasi antar 

negara.  

Sehingga dapat disimpulkan dalam 

penelitian ini mengenai kepentingan 

Cina yang membangun pangkalan 

militernya di Djibouti adalah selain 

untuk melindungi kepentingan ekonomi 

di kawasan tersebut, dimana pengaruh 

Cina semakin dominan, juga untuk 

semakin mempertegas posisi Cina 

sebagai potential hegemon dalam sistem 

internasional saat ini. Keberadaan militer 

Cina di manca Negara (khusunya di 

kawasan yang penting bagi Cina, seperti 

Afrika) akan semakin memperkuat 

posisi Negara ini dalam percaturan 

politik global serta akan semakin 

mengukuhkan posisinya sebagai Negara 

hegemon di masa depan.  
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